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ABSTRAKSI 

PENYALAHGUNAAN IZIN PEMAKAIAN SENJATA API NON ORGANIK 
TNl/POLRI 

(Studi Kasus Polda Sumut) 

OLEH 
HENRI DONAL SIDAURUK 

NIM: 01.840.0074 
BIOANG HUKUM KEPIDANAAN 

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan 
ini maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana memandang bahwa perbuatan seperti 
itu merupakan suatu perbuatan yang melanggai hukum. Dasar hukum yang 
mer.gatumya adalah lHJ No. 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin 
Pemakaian Senjata Api. UU No. 12 Tahun 1951, tentang Ordonansi Peratura..1 
Hukwn Sementara Istimewa, clan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan 
melalui Skep Kapolri. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem 
peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 
mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api ? serta bagaiinana peranan POLRI 
dalam melakukan pendataan dan pengawasan senjata api ? 

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah 
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area, di mana 
hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan 
studinya, untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tenrang Senjata Api, 
Proses Pemberian lzin Senjata Api Non Organik 1NI/POLRI kepada masyarakat 
sipil, Sistem Pengawasan Peredaran Senjata Api oleh POLRI dan proses penyidikan 
sampai ke pengadilan tindak pidana penyalahgunaan senjata api serta sebagai bentuk 
sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang 
tindak pidana penyalahgunaan senjata api. 

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data maka diketahui senjata api 
adalah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuai1 
bahan peledak. Termasuk juga dalam pengertian senjata api, yaitu bagian-bagian 
senjata api, meriam, dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya, senjata 
tekanan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, 
pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti 
pistol atau revolver tanda bahaya dan pistol/revolver lomba, senjata peluru karet, 
senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik. Polri mempunyai fungsi yang cukup 
kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan 
pemberian dan pengawasan izin senjata api non organik TNI/Polri, disebabkan salah 
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satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan 
penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai 
penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengun Undang-Undang No. 28 
Tahun 1997 Khusus dalam sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung yang 
militeristik, serta memberikan dasar huk.um yang cuk.up kuat untuk melaksanakan 
fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik terhadap terjadinya 
penyabhgunaan izin senjata api non organic lNI/Polri. Hambatan-hambatan yang 
ditemukan dalam me1lj~lankan wewenang Po!ri sebagai penyidik adalah prilaku dari 
angglJta Polri terscbut yang bertindak di !ullI bata5 kewajara_q dan kewenangannya 
serta kebudayaan masyarakat yang menganggap hubungan dengan Polri berarti 
menambah permasalahan baru. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

perang, perampokan atau kekernsan bersenjata lair~'lya. Keras, tetapi sebenarnya, 

bf:':gitu kita menyelami dunia (teknologi, sejarah yang melegenda serta etika clan atnran 

main) memiliki senjata te1:jadi justru sebaliknya, mengasyikkan. 

Sebab, di era yang kian maju seperti sekarang ini, sept!ni bukan lagi seke<lar 

alat untuk membunuh musuh di medan kmpur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian 

alat olah !"aga, bC1hkan bagi sebagian kalangan, benda ini sudah menjadi bagian alat 

untuk menikmati gaya hidup mereka melalui ho bi berburu. 

Pro-kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api untvk 

bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebahagian masyarakat menganggap, 

memiliki senjata api bela diri, berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku 

arogan dan sok jagoan. Kekhawatiran se.iumlah masyarakat bahwa Indonesia akan 
' 

menjadi kota koboi juga sempat berguilr, karena semakin banyaknya para eksekutif 

memiliki senjata berizin resmi. 

Sebenamya, kekhawatiran seperti itu tak perlu terjadi jika masyarakat sudah 

tah:.1 dan memahami dua persoalan pokok. Pertama, perolehan surat izin kepemilikan 

sentara beladiri dari pihak l,,.c yolisian tidaklah semudah yang dibayangkan. Mabes 

POLRI sebagai lembaga yang berwenang telah melakukan seleksi yang ketat, sebelum 

surat izin kepemilikan senjata diberikan kepada yang berhak. Kedua, bila seseorang 
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telah memiliki surat izin tersebut, mak:a berarti dia sudah terikat oleh etika dan aturan 

main yang wajib dipatuhinya Etika dan aturan main tersebut harus melekat pada si 

pemiliknya di saat membawa, menggunakan dan menyimpan senjata 

Sementara itu penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini 

diperkirakan menggunakan senjata api yang masuk secara ilegal ke Indonesfo_ dan 

tidak mempunyai izin kepemUikan resmi dari Mabes POLRI. 

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini 

maka Kitab Undang~undang Hukum Pidana memandang bahv.ra perbuatan seperti itu 

merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dasar hukum yang mengaturnya 

adalah UU No. 8 TahlJll 1948, tentang Perrdaftaran clan Pemberian Izin Pemakaian 

Senjata Api. UU No. 12 Tahun 1951, tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementarn. 

Istimewa, dan beberapa peraruran lainnya yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri. 

Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum 

penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang­

undangan yang berlaku. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah 

tennakst:d halnya dalam penulisan Skripsi ini. Tanpa adanya judul, maka syarat suatu 

tulisan dan arah tulisan itu tidak J~pat dibuat dan dimengerti. Tulisan tentang judul 

adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka pihak yang terkait di 

dalam suatu karya ilmiah akan mengerti secara sepintas lalu tentang isi pembahasan. 
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Judul Skripsi ini adalah "PENYALAHGUNAAN IZIN PEMAKAIAN SENJATA 

API NON ORGANIK TNl/POLRI (Studi Kasus Polda Sumut)". 

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda terhadap berbagai 

pihak y::mg terkait perlu diuraikan tentang batasan-batasan apa yang dimaksud dengan 

judul di atas yaitu : 

Penyalahgunaan Izin adalah kesalahan; kekeliruan, kealfaan dalam 

memberlakukan suatu izin. 1 

Pemakaian adalah rnemakai; mengambil manfa.atnya; melakukan sesw1.tu. 2 

Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang.3 

Api adalah senjata yang menggunakan m~siu.4 

Senjata api ialah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah 

proyekcil dengan bantuan bahan peledak. 

Senjata Api Non Organik TNI/POLRI ialah senjata ap1 milik pribadi/instansi 

pemerintah/provit yang Organik TNI/POLRI.5 

Dari pengertian dan penegasan jadul, dapat disimpulkan bahwa makna dari 

judul Skripsi Penulis adalah tentang kejahatan yang terjadi akibat dari penyalahgunaan 

sertjat.a api sehingga menimbulkan pelanggaran hukum pidana. Penelitian akan 

dilakukan di Polda Sumut. 

2003. 

1 Sudarsono, kamus Hukun1, Cetakan Keempat, Riheka tipta, Jakarta, 2005. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, !< .• ws Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

3 Ibid. 
4 lbid. 
5 Skep Kapolri. No. Pol: SKEP/ l 198/ IX/2000 dan Pengendl1lian Senjata Api Non TNl /POLRl. 
6 Departemeb Pendidikan Nasional, Op.Cit. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan mempunyai alasan lain untuk : 

1. Memperoleh suatu kejelasan tentang Pendaftaran dan Pernberian Izin Pemakaian 

Senjata Api menurut UU No. 8 Tahun 1948. 

2. Agar Aparat Penegak Hukum dalam melahanakan fungsinya sebagai badan 

penyelidik da!am taliap penyidikan ;cigar m~mperhatikan peraturan yang tercantum 

dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002. 

3. Pcnulis mempunyai suatu <!!asan agar seseoral]g ya:Jg melakukan penyalahguna:.in 

senjata api mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum karena sama­

sama kedudukanny~ sebagai 'Varga negara yar1g tunduk kepada UU yang berlaku 

di Negara Republik Indonesia, 

C. Permasalahan 

Dalam penyusunan Skripsi maka untuk mempermudah dalam pembahasan 

perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang ~igunakan, yaitu : 

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api? 

2. Bagaimana peranan POLRI dalam melakukan pendataan dan pengawasan senjata 

api ? 

D. 1-tipdt~slt 

Suatu keharusan yang hatus dipegang oleh peneliti suatu karya ilmiah adalah 

adanya hi~otesa y::ing merlipakatt suatti jawaban sementara dari perrnasalahan yang 
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ada. 

Hipotesa digunakan sebagai usaha untuk menemukan altematif yang terdekat 

di antara bermacatn dugaan yang mendekati kebenaran. Dengan demikian kebenaran 

suatu hipotesa masih memerlukan pcmbatasan lagi. 

Seorang ahli mengatakan, hipotesa adalah suatn dugaan yar..g mungkin benar 

atau mungkin salah atciu mungkin juga dapM dipandang sebagai kesimpulan yang 

sifatnya sangat sementara. Penolakan atau penerimaan hipotesa sangat bergantung 

kepada basil penelitian terhadap fakto!"-fak'tor yang dikumpulkan. 

Dari uraian di atas, yang tnerijadi hlpotesa Penulis adalah sebagai berikut: 

I . Karena kurang ketatnya pengawasan masuknya ~enjata api secara ilegal di 

beberapa pelabuhan-pelabuhan yang berbatasan langsung dengan negara lain oleh 

aparatur pemerintah yang terkait, maka peredaran senjata api secF1ra ilegal marak 

di kalangan masyarakat sehingga penggunaan senjata api tidak mengacu kepada 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh Skep Kapolri . 

2. POLRi adalah Aparat Penegak Hukum yang berv1enang menganalisa pelaksanaan 

peredaran senjata api Non Organik TNI/POLRI agar terciptanya stabilitas 

keamanari dan ketertiban. Sehingga dengan dernikian pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku penyalahgunaan sehjata api tersebut mendapat sanksi hukum 

sebagaimana clHentuk:ui di dalarri Perundang-undangan yang dituangkan dalam 

keputusan pengadilatt. 
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E. Tujuan Pembahasan 

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, besar 

kecilnya tujuan tersebut tergantung pada penelitian yang bersangkutan. Demikian juga 

halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingi1-. 

dicapai di dalam pembahasan nantinya. 

Dalam pembuatan Skripsi ini, Penulis mempu!1yai tujuan pokok antara lain 

sebagai berikut : 

1. Uni:uk mcmer.uhi salah satu syarat wcmperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap 

mahasiswa yang akan menyeles<likan studi!lya. 

2. Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang Senjata Api, Proses 

Pemberiur. Izin Senjata Api Non Organik TNl/POLRI kepada masyar~kat sipil, 

Sistem Pengawasan Peredaran Senjata Api oleh POLRI dan proses penyidikan 

sampai ke pengadilan tindak pidana penyalahgunaan senjata api. 

3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu hukum pidana tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata api. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pertgumpul:-in Data yang dipergunakan dalam penulisan dan 

pembahasdh Skripsi ihi adalah: 

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan segaia data yang 
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diperlukan berdasarkan sumber-sumber bac<U!n seperti buku-buku, undm1g­

undang, majalah, koran, dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan 

judul dan pembahasan Skripsi ini. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penclitian Lapangan dilakukan dengan cara Penulis mcwawancarai langsung 

k0rban penyabhgunaan senjata api, melakukan penelilian ke P0lda Sumut dan ke 

Pengadi!an Negeri Medan yar.g bertujuan untuk mengumpulkan data atau bahan 

yang diperlukan. 

G. Sistematika P~mtlisan 

Sistem::itika Pe!11 ~1isan mal<..sudnya adala.h gan1baran umu1n keseluruhan" Skripsi 

ini, di mana Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bah dan setiap babnya masih terbagi daiam 

sub bagian yang lainnya, yaitu : 

BABI 

BAB II 

PENDAHULUAN 

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Tentang Pengertian dan PP-negasan 

Judul, Alasan Pemilihan Judul, perrnasalahan, Hipotesa, Tujuan 

Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan 

TINJAUAN UMUM MENG EN AI SENJATA API, 

PENY ALAHGUNAAJ\' DAN KEJAHA TAN 

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Pengertian SenJat? Api, Jenis-Jenis 

Senjata, Pengertian Penyalahgunaan, serta Kedudukan Kejahatan Dalam 

Rumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana. 
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BAB III TJNJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Pengertian Palisi, Tugas dan Fungsi 

Palisi serta Kewenangan Palisi Dalam Penegakan Hukum. 

BAB lV PROSES HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API 

BABY 

Yang diuraikan dalam bab ini adalah : Peredaran Senjata Api N0n Organik 

TNl/Polri, Sistem Administrcsi Pcrizinan dan Pengawaslln Senja!a Api 

Non Organik TNl/Polri, Kredibilitas Polri Dalam Pengawasan Peredaran 

Senjata. Api Non Organik TNl/Polri sertu Aspek Hukum Kewer..angan 

Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 Apabila Te:t·dapat Pe11yalahguna:m Izin Pemakaian Senjata 

Api. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI SENJATA API, PENY ALAHGUNAAN DAN 

KEJAHATAN 

A. Pengertian Senjd~ Api 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa senja!a api adalah 

senjata yang menggunakan rnesiu (senapan, pistol dan sebagainya).7 

Sedangkan dalam Buku Pett;njuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendaliar. 

Senjata Api Non Organik TNl/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang 

mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah pmyektil dengan bantuan bahan 

peledak.8 

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa senjata api tersebut adalah 

senjata yang dapat mengeluarkan proyektil (peluru) dimana keluamya proyektil 

tersebut dengan bantuan bahan peledak. 

Dari pengertian tersebut maka terdapat beberapa unsur yang dikatakail senjata 

api yaitu mdiputi : 

i. Mempergunakan alat yang dinamakan senjata. 

2. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru. 

3. Digunakannya bahan peledak. 

7 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, him. 1038. 
8 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, Buku Petunjuk Pengawasan dan 

Pengendalian Senjnta Api Non Organik TNI! Polri, Surat Keputusan Kapolri No.Pol : 
Skep/ 1198/IX/2000/tanggal 18 September 2000. 
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4. Terdapatnya proyektil yangjuga disebut dengan istilah peluru. 

5. Digunakannya bahan peledak. 

Dengan demikian senjata yang memiliki tekanan udara, senjata tekanan pegas 

dan senjata tiruan serta bagian-bagiannya yang nyata-nyata dipcrgunakannya untuk 

permainan anak-anak adalah bukan senjata api. Meskipun pada dasamya memiliki 

kemiripan yang sama dengc.n senjata api tetapi fungsi dan tata kerjanya memiliki 

perbedaan. 

T ermasuk ke dalam per.gertian senj ata api ini adalah : 

1. Bagian-bagian dari senjata api. 

2. Meriam dan senjata menyembur api serta bagian-bagianny2. 

3. Senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm keatas, pistol 

sembelih, pistol pemberi isyarat, atau revolver mati suri dan senjata api tiruan 

seperti pistol revolver tanda bahaya dan pistol revolver lomba. 

4. Senjata peluru karet, berbentuk sentara pistol/revolver/senapan yang tidak dapat 

ditembakkan dengan peluru tajam oan hanya dapat ditembakkan dengan pebru 

karet, peluru gas dan peluru hampa. 

5. Senjata gas air mata 

Senjata gas air mata berbentuk jenis pistol/revolver/senapan yang tidak dapat 

ditembakkan dengan peluru tajam/peluru karet d::m hanya dapat ditembakkan 

dengan peluru karet, peluru gas dan peluru hampa. Sedangkan senjata gas air 11~ ..Lta 

lainnya ada yang berbentuk stick (pentungan). Senjata genggam/pentungan/ 

gantungan kunci/spray menggunakan isian gas dengan cara disemprotkan tanpa 
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efek ledakan. 

6. Senjata kejutan listrik yang berbentuk stick (pentungan)/senter serba guna 

(pertrolite)/s~njata genggam dengan menggunakan aliran listrik stroom. 

Terhadap bahan-bahan senjata ap1 maupua bagian-bagiannya seperti 

selongsong, penggalak peluru palu dan palut peluru, termasuk juga proyektil yang 

menghamburkan gas gas dapat membahayakan atau merusak kesehatan da!l 

mempengaruhi keadaan tubuh yang normal. 

Dalam mengenal senjata api ada beberapa istilah yang berhubu11gan dengan 

pemakaian senjata api sendiri seperti : 

1. Amunisi, yaitu semua benda dengan sifat dan balistik terte11tu yang d1pat di isi 

dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata 

ataupun tidak dengan maksud ditujukar. kepada satu ~asaran untuk merusak atau 

membinasakan. 

2. Peluru ialah a!Ilunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur. 

3. Barrel/laras ada 2 macam, yaitu : 

a. Laras beralur dan 

b. Laras licin 

4. Kaliber senjata yang 

berhadapan. 
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B. Jenis-Jenis Senjata 

Ada berbagai jenis senjata api yang dipergunakan oleh instansi yang 

berwenang maupun orang perorangan yang memiliki izin yaitu : 

1. Senjata api bahu caliber 22, dan penabur caliber 12 GA. 

2. Senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber 32, 25 dan 22. 

3. Senjat::i peluru karet. 

4. Senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik. 

a. Stick (pentungan g<'-s) 

b. Lampu senter multi guna dengan menggunakan gas 

c. Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata 

d. Spray ( semprotan) gas 

e. Gas genggam (pistol/revolver gas) 

f. Dan sebagainya. 

5. Senjata dengan kejutan listrik: 

a. Air taser 

b. Stick (pentungan) listrik 

c. Personel protector 

d. Petrollite (senter serba guna) dengan menggunakan kegiatan listrik 

e. Dan sebagainya. 

6. Alat pemancang baku beton. 

7. Senjata signal (senjata isyarat). 

8. Fire extinguishing (alat pemadam api ringan). 
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9. Senjata rakitan. 

10. Senjata replica (senjata tiruan). 

11. Senjata calier 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan pegas/tekanan gas C02 . 

C. Pengertian Penyalai1gunaan 

Dalam Kamus Hukum karangan St:darsono, pengertian "salah" adalah 

kcsalahan; kekeEruan, kealpaan. Dan dalam Pasal 360 KUH Pidana pengertian 

"su!ah" mencakup : 

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan erang lain 

mendapat luka-luka herat, di ancam dengan pidana penjara pali11g lama lilna ~ahun 

.:ttau pidana kurungan paling lama satu tahun. 

2. Bara!lg siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka­

luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan 

pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana 

penjara paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 

Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa arti dari "menggunakan" adalah memakai; 

mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu.9 Jadi pengertian daripada "penyalah­

gunaan" adalah kesalahan atau kekeliruan atau kealpaan seseorang C"lla.,n memakai 

atau memanfaatkan suatu benda atau jabatannya diluar prosedur yang sudah diten- · 

9 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, hlm. 577. 
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tukan sehingga akibat kesalahan penggunaan tersebut menimbulkan pelanggaTan 

hukum yang berlaku. 

D. Kedudukan Kejahatan Dalam Rumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum 

yang dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan adanya kerugian dan korban bagi 

orang bin. 

Fcda perket!lbangan hukum selanjutnya maka perihal kcdudukan kejahatan 

dalam suatu tindak pidana adalah merupakan suatu hal yang sangat penting khususnya 

apabila menelaah kejahatan sehagai suatu sebab munculnya ilmu kriminologi. 

Apabila ditelusuri pc:rumusan kriminologi pada beberapa penulis masa kini. 

maka akan tcrnpak dengan segera bahwa mengenai intir..ya tidak ada kesatuan 

pendapat. 

Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai "keseluruhan ilmu 

pengetahuan yang bertalian dcngan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk 

dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap 

ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu". 10 

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahwa "Kriminologi adalah 

keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lirgk-.mgan 

'
0Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 

hlm. 14. 
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mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-kmbaga penerbit 

masyarakat dan oleh para anggota masyarakat". 11 

Sauer mengartikan kriminologi sebagai "Ilmu pengetahuan tentang sifat 

perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Su.saran 

penelitian kriminologi pertama-ta111a kriminalitas sebacai gejala dalam hidup seseo-

rang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalcml hidup bernegara d~~n 

bangsa". 12 

Constai1t memandang kriminologi sebagai "Ilmu peugetahuan cmpirik, yang 

bertujuan menentukan faktor-faktur yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan 

penjahat (aetiolugi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi 

maupun faktor-faktor individual dan psikologi". 13 

Apabila diba.11dingkan perumusan-perumusan tersebut di J.tas, maka tampak 

ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan 

jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada 

hukum pidana, di mana pe11gertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah 

kriminologi hams mengambil alih t.anpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari 

hukum pidana ? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh 

pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga 

bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? A tau secara singJ' at, 

11Jbid. hlm. 35. 
121bid. 
13Jbid., hlm. 15. 
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apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ? 

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya 

konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada 5arjana-sarjana lain yang tidak menolak 

untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara 

kriminologis. Misalnya, apabila untuk k(;gunaan praktis dan nntuk penerapan peneli­

tian kriminologi hendak berpedoP1an pada dogmatik hukum pidc:.na kendatipun bila 

hal itu didasarkan pada sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam ba-nyak 

hal tidak sesuai. 

Demikian pula Von Hentig ingi11 membatasi pcngertian perbuatan jahat secara 

kriminoiogis pada perbuatan-pEtbuatan 11idana yang ditentukan oleh pembentu~ 

undang-undang. Pendfrian Von Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang 

tidak terduga. Misalnya, <i.pabila ia berbicara tentang bunuh diri, m2ka ia meng­

haruskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang, yaitu antara 

pembunuhan berencana dan pembunuhan. 14 

Sebagai akibat dari pendiriunnya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam 

karya kriminologi, sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan 

kemudian bunuh diri, tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para 

pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan 

dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim. 
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Sedangkan aliran kriminologi dapat dibagi dalam bentuk mazhab kriminologi 

yang pada dasamya meliputi : 

1. Mazhab positif/Itali : bersifat ilmu pengetahuan tentang antropologi, ilmiah, 
biologi. Mazhab-mazhab ini memiliki tokoh utama: Cesare Lombroso, Emico 
Ferri dan R. Garofalo. 

2. Mazhab klasik. Mazhab ini menekankan pribadi penjahat, sesudah 
kesalahannya dibuktikan tidak diangga.p penting lagi. Pelopor rnazhab ini 
adalah Paul Broca. 

3. Mazhab Perancis atau mazhab Lyon, yang disebut juga dengan mazhab 
tentang milieu/lingkungan. Mazhab ini dipelopori uleh A. Lacassagne. 

4 Mazhab bio-sosiclogik, disebut juga mazhab politik kriminal dengan tokoh 
utamanya Franz von Liszt.15 

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk 

mengatur pergaulan hidup bersama, dan hukum juga merupakan perwujudan atau 

manifestasi dari nilai kepercayaan. Adapun yang dimaksud dengan hukum adalah 

"kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu 

masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana jika 

melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu 

pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil". 16 

Istilah "Tindak Pidana" atau dalam bahasa Belanda Strafbaar feit, yang 

sebenamya merupakan istilah resmi dalam Strafeetboek atau Kitab Undang-Undang 

15Stephan Hurwitz, Kriminologi, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, 
him. 32. 

16R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia. 
Bogor, 1985, him. I. 
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Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, 

yaitu delict Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai 

hukuman pidana. 17 Dan, pelaku ini dapat dikatakan m~rupakan "subyek" tindak 

pidana. 

Eerdasarkan literatur hukum pidana sehubungatl dengan tindak pidw.a banyak 

sekali ditemukan istilah-istilah ya!1g memiliki 'llakna yang sama dengan tindaL pidana. 

lstilah-istil~h lain dari tindak pidana tersebut ad~lah antara lain : 

1. Perbuatan melawan hukum. 

2. Pelanggaran pidana. 

3. Perbuatan yang boleh dihukum. 

4. Perbuatan yang dapat dihukum.18 

Menurut R. Soesilo, dalam Zamhari Abidin tindak pidana yaitu suata 

perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabih 

dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam 

dengan hukuman. 19 Menurut R. Tresna "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan 

atau rangkaian perbuatan manu:>ia yang bertentangai1 dengan undang-undang atau 

peraturan undang-undang laim1ya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman.20 

17 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Erfika Aditama, 
Bandung, 2003. 

18Zamhari Abidin, Pengertian dan Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, him. 
21. 

19Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya 
Paramita, Jakarta, 1997, blm. 16. 

20Jbid 
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Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan 

dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang 

dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan c11lpulate.21 

Secara dcgmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana 

adalah membicarakan tiga hal, yaitu ·22 

Perbuatan yang dilarang. 

Dimana dala_m pasal-pasal ada cikemukakan m~salah mengenai perbuatan yang 

dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel 

XXI Buku II KUH Pidana. 

Orang yaug melaku..lcan perbuatan dilarang. 

Tentang orang yang melakukan pertuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : 

setiap pelaku yang dapat dipertanggung jRwabkan secara pidana atas perbuatannya 

yang dilarang dalam suatu undang-undang. 

Pidana yang diancamkan. 

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat 

dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman 

yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan. 

Sebagaimana pembahasan dalam sub bab ini yaitu tentang kedudukan 

kejahatan dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana 

terebut adalah: 

21/bid. 
22/bid, hlm. 17-18. 
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Soesilo dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) 

unsur yaitu : 

a. Um;ur bersifat objektif yang meliputi : 

l) Perbuatan mam;sia, yaitu perbu~tan yang positif ataupun negatif yang 

menycbabkan pid<!na. 

2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau 

membahayakan kepentingan-kepentir.gan umum, yar.g menurut norma hukum 

itu perlu adanya untuk dapat dihukum. 

3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu 

melakukan p~rbuatan. 

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum 

tersebut jika bertentangan dengan undang-undang. 

b. Unsur bersifat subjektif. 

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran 

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna suatu perbuatan barn dapat disebut 

sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa 

unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain : 

1) Harus ada perbuatan manusia. 

2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. 

3) Terbukti adanya doda pada orang yang berbuat. 

4) PerLJatan untuk melawan hukum. 
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5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.23 

Di samping itu Simon mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa 

unsur yaii:u: 

l) Perbuatan manusia (positif atau negat!f, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarka11). 

2) Diansam dengan pidana (strafbaar gestelde). 

3) Melawan hukum (emeshalige). 

4) Dilakukan dengan kesalahaD (met schuld in ';erbandst:::.and). Oleh orang yang 

mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person). 

Simons menyebut ada11ya unsu: objektif dari strujbaarfeit yaitu : 

1) Perbuatan orang. 

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 

Unsur subjektif dari strajbaarfeit yaitu : 

1) Orang yang mampu bertanggungjawab. 

2) Adanya kesalahan ( dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan 

kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana 

perbuatan itu dilakukan. 

Akhimya Djoko Prako3o menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang 

mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. 

Syd. at-syarat tersebut antara lain : 

23Martimau Prodjohamidjojo, Op. Cit, hlm. 31 . 
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1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum. 

2) Mampu bertanggung jawab. 

3) Melakukan pedJuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan. 

4) Tidak ada alasan pemaaf.24 

24Djoko Prakoso, I-h1kum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 23 . 
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BAB III 

TiNJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK IN~'l\ff;"'~"' 

A. Pengertian Polisi 

pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisiRD sebagamana diatur di 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Teatc:ng Kepolisian Negara 

Republik Indonesia ya.ag berbunyi : "Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengar. peraturan perundang­

undangan". 

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah 

lembaga yaag memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan 

oleh perundang-undangan. 

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 

Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. 

Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang~Undang No. 20 

Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang­

Undang Hankam. 

Seb .... L .ni berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut 

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam 

sebutan Angkatan Bersciijata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian 
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merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai 

dengan perkembangan zaman dan bergulimya era reformasi maka istilah Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional 

Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan 

berseujata lainnya. 

B. Tugas dan Fungsi Polisi 

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa 

tugas yuridis kepolisian tcrtuaug di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang 

Kepoli~ian Negara Rep1..1blik Indonesia da11 di dalam Undang-Undang Pertahanan dan 

Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali 

pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang 

tersebut sebagai berikut : 

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 

2002). 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. Meme!ihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukurn dan, 

c. Memberikai1 i.Jerlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan : 
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(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Republik Indonesia bertugas : 

a. Melaksanakan pengatw·an peajagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuh<!n 

b. Menyelenggarak.(IJ' segala kegiata.'l dalam menJamm keamanan, 

ketertiban, dan kelancarnn lalu lintas di jalan, 

c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan wargci. masyaraka~ terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. Ti_.1rut serta dalam riembinaan hukumk nasion3t, 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa, 

g. Melakukan peayelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan pemndang-undangan, 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian, 

1. Melindungi L :selamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan peti:olongan dengan menjunjung tinggi hak azasi 
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manus1a, 

J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atail pihak yang berwenang 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya 

dalam lingkup tugas kep0lisian, serta 

1. Melaksanakw tugas lain sesm1i dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dim'lksud dalam ayat (1) huruf 

f diatur lebih lanjut dengan Peratta"an Pemerintah. 

Oalam pelaksanaan tugas kepolisiai1 ini maka perihal kerjasama masyarakat 

sangat mer..entukan efektif tidaknya :relaksana~n tagas-tug~s kepolisian. T etapi 

nyata.1ya masyarakat secara secara aperiori sudah memberikan nilai yang kurang uaik 

khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisi~n. 

Ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam 

menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan 

yang tumbuh di tengah masyarak~t memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang 

dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan 

memelihara keamanan dan ketertiban. 

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya 

memberikan bantuan a tau mela:r Lti ·c support atau service) yang menyenangkan kepada 

pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil 

tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support mernpakan dua karakter 
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fungsi kepolisim. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil 

menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah 

dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat ( dipercayai 

belum tentu disenangi). 

Hasil temuan Pusat Studi Keamanari dan Perdamaian UGM tahun 1999 dala!Il 

penelitiannya di enam Po Ida mengt!nglrnpkan h<!l-hal sebagai berikut : 

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat, 
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit, 
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagia..'1 anggom masyarakat 

berkesan mengancam. 
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar. 
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika aoleh anggota polri, 
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarak:at. 25 

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri 

yang miiiteristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja 

yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindak:an pada keselamatan 

clan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah. 

Hasil penelitian lapangan meng,mgkapkan: 

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi ( dua pertiga pelanggaran dibiarkan 
berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang). 

2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar 
tertentu, 

3. Tindakan yang dipenagruhi sikap pelanggar terhadap polisi 
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek. 
5. Sila:p arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek. 26 

25 Farouk: Muhammad, Pengubahan Per , laku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkaran 
Kualitas Pelayanan Polri, Jumal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 - September 2000, hlm. 32. 

26 RE. Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 
2001 , hlm. 33 . 
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Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan amara lain : 

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi). 

2. Tidak tersedianya kebijakan pcnegakan hukum yang jelas, 

3. Reward and punishment yang tidak konsisten, 

4. Salah urns sumberdaya 

5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disirnpulkan bahwa, cii 

samping secara organisatori.<:: Polri kurang efcktif dalam menjalankan misi!"!ya, 

individu anggota Polri masih menunjukkan perilaju-perilaku negatif dalam pemberian 

layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Penyalahgunaan k.-:kuasaan (abuse of power). 

a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang, 

b. Penuntutan imbalai1 rnateri u~.ng, seperti pemerasan pungli dan denda damai. 

2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery). 

a. Tercela dari sudut C'loral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan 

perrnintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang 

tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu., 

b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak 

memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur. 

Melihat hambatan di atas dapat dilihat oegitu kompleksnya kedudukan polisi 

dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan mengakibatkan 
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penya!ahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya. 

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum 

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan: 

(1) Dalam rangka rnenyclenggarakan tugas sebagaiTPana dimaksud dalcm Pasal 13 

dan 14 Kepolisia11 Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan, 

b. Membantu menyelesaikar. perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum, 

c. Mencegili1i dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyara.lcat, 

d. Mengawasi alira.1 yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif . 
kepolisian, 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindaka kepolisian 

dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 

h. Mengambil sidikjari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, 

L Mencari ketl"rar:gan dan barang bukti, 

J. Menyelenggrakan Pusat informasi kriminul ,1asional, 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat, 
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I. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementar'.:'. waktu. 

(2) Kepolisian Negara Republik Ind0nesia sesuai dengan peraturan perundang­

undangan lainnya berwenang 

a. memberikan izin dan mcngawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya berwenang : 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, 

e. Mernberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan 

senjata tajam, 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bi dang jasa pengamanan, 

g. Memberikan petunjuk, mcndidik da.n melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, 

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam rnenyidik dan 

rnemberantas kejahat~n intemasional, 

L Melakukan pengawasan fungsional kepolisia _1 tcrhadap orang asmg yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, 

J. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organi ::;asi kepolisian 
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intemasior.a], 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 

dan d diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Pemerintah. 

Pasal 14: 

Dalam rangka menye]enggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisiar.. Negara republik lrldom:sia berwenang 

untuk: 

a. Melakukan penangkapan, penah;in:!n, penggeledahan dan penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kep~ntingan penyic.iikan. 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengeoal diri. 

e. Melakuk:an pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau saksi. 

g. Mendatangkan orang ali.li yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan. 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 
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J. Memgajukan pei:Tllintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 

k. Memberikan petunjuk dan bar..tuan penyidikan kepada rienyidik pegawa1 

negeri sipil serta mencrima hasil penyidikan pegawai negen sipil untlik 

diserahkan kepada penuntut umu!Il. 

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebag;;_i berikut: 

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum 

2. Aspek perlindungan terha.dap peror:mgan dan 

gangguan/perbuatan melanggar hukurn/kejahatan dari 

masyarakat ( dari 

penyakit-penyakit 

masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek 

pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan penolongan. 

3. Aspek pendidikan sosial di bi dang ketaatan I kepatuhan hukum warga masyarakat. 

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, kbususnya di bida.ng penyelidikan 

dan penyidikan. 

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan 

mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebi..11 ditegaskan bahwa di 

dalam menjalankan tugasnya itu harus sefalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat 

dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenang&.nya di bidang 

penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, 

perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Behan tugas yang demikian berat dan 
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ideal itu tentunya harus didukang pula oleh apara! pelaksana yang berkualitas dan 

berdedikasi tinggi. 27 

Memperhatikan penncian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah 

dikemukakan di atas, ter!ihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di 

bidang penegakao hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana 

( dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tug:::s 

penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenainya hanya 

merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kcpolisian. Sebagia..11 besar 

tugas Kepolisianjustru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). 

Tugas Kepolisian di bidang pe;cadilan pid&...'1a hanj1a terbatas di hidang 

penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan 

penegakan hukum pidana, wdaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. 

Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-

penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada 

masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya r11erupakan 

tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidan.a 

(kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku. 

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang 

kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek "osial atau aspek kemasyarakatan (yang 

27 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, Citra A.ditya Bakti, Bandung, 1998, him. 4. 
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bersifat pelayanan dan pengabdia..1) sebenarnya leb!h banyak daripada tugas 

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian 

dalam m~njalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda 

baik sebagai penegak hukum m::ti1pun sebagai pekerja sosial uDtuk menggambarkan 

kedua tugas I peran gand:i ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and 

The Treatment of Offenders) pemah menggunakan istilah " Service oriented task " 

dan Law enforcement duties ". 

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam 

Uiidang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisi:m adalah segala 

hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga p0lisi sesuai dengan perundang­

undangan. 

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa 

tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali terutama di 

dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. 
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A. Kesimpular. 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

66 

1. Senjata api adalah senja1a yang marupu melepaskan satu atau sejumlah 

proyektil dengan bantuan bah<!n peledak. Tennasuk juga da!am pengcrtian 

senjata api, yaitu bagian-bagian :;enjata api, meriam, dan senjata penyembur 

api serta bagian-bagiannya, senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas 

caliber 5,5 mm ke aias, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau 

revolver mati suri dan senjata api tirwm seperti pistol atau revolver tanda 

bahaya dan pistol/revolver lomba, senjata peluru karet, senjata gas air mata dan 

senjata k~jutan listrik. 

2. Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di 

Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemberian dan pengawasan tzm 

senjata api non organik TNI/Polri, disebabkan salah satu fungsinya adalah 

sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan. 

B. Saran 

1. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen 

partisipasi dalam menunjang tatanan kerja Polri sebagai penyidik dalam hal 

pelaksanaan izin dan pengawasan senjata api non organic TNI/Polri, yang 

mengikut sertaka11 tokoh masyarakat, po!itikus, pemuda dan mahasis\va, 
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cendikiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saj& 

mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat 

luas. 

2. Kcvijiaksanaaa terhadap pengaturan kh1Jsusnya peningkatan kesejahter:ian 

i)Olisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paling tidak dapat mengurangi 

jumlah polisi nakal di Negara ini. 
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